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A. Latar Belakang

Setiapwarga negara berhak mendapatkan rasa aman dan deaibas
segala bentuk kekerasaesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.
Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD, 1Bdserta
perubahannya.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa ia®@rang

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluargahdkmatan,

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaaserya berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman katakuntuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupataadasi ”.

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa &Beatrang

berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khususk untu

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guncapae
persamaan dan keadilah”.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang bemtetdapatkan
rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan te¥ngal demikian
seseorang akan dapat merasakan ketenteraman, thafasegala bentuk
ancaman serta ketakutan yang selalu menghantuiindaejalan dengan
Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentanghBkkAsasi Manusia
yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak Kehk®an pribadi,

pikiran dan hati nurani, hak, beragama, hak unitéktdiperbudak,

hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaaradapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yaedgku surut

! Tim Redaksi FokusmediaJUD ‘45 Dan Amandemenny®andung: Fokusmedia, 2007,
him. 20.



adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikudaigm keadaan
apa pun dan oleh siapa pun.”

Secara empiris teror itu sendiri sudah lama adappivaseiring
dengan sejarah peradaban manusia, tetapi muldifefgjemakan pada abad
pertengahan ketika negara-negara / kerajaan-kerajaag berperang dan
teror digunakan sebagai salah satu cara untuk neergkan peperangan.
Tetapi waktu itu hampir terlalu mudah untuk diketiediapa yang melakukan
teror. Namun sekarang, kejadian teror hampir sasgét ditebak siapa
pelakunya, organisasi / negara mana yang mengatui®gmua berjalan
undercover / undergroundian tidak diketahu.

Di dalam negeri, beberapa aksi teror bisa disebutkantaranya;
peledakan bom yang terjadi sejak 1998 antara lgeledakan di gedung
Atrium Senen (1-12-1998), peledakan di Plaza Haydoruk (15-4-1999),
peledakan di masjid Istiglal (1999), peledakan eliega (GKPI) Medan (28-
5-2000), peledakan di Gereja Katolik Medan (29-8®0 peledakan di
rumah Dubes Filipina (1-8-2000), peledakan di ggdAtrium Senen (1-8-
2001, 23-4-2001), peledakan di beberapa Gerejaathrm Natal (2000 dan
2001), peledakan di Kuta Bali (12-10-2002), pelesakdi Manado
(November 2002), peledakan di McDonald Makassdr22002), peledakan

di Hotel JW. Marriot JI. Mega Kuningan, Jakarta8f2003), peledakan di

2 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hakiAganusia
¥ Bambang AbimanyuTeror Bom di Indonesiajakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005,
him. 20



Kedubes Australia I. Rasuna Said Kuningan, JakBekdakan Bali Il (1-10-
2005)%

Pada Jum’at pagi tanggal 17 Juli 2009, lagi-lata kiikejutkan oleh
serangan teror. Kali ini serangan ditujukan untatehJW. Marriot dan hotel
Ritz Cartlon’> Pengeboman ini sungguh mengejutkan, mengingamaela
beberapa tahun ini Indonesia sudah dianggap amalaupun Polisi berhasil
mengungkap beberapa kasus terorisme di beberapatieskan tetapi hal ini
tidak dianggap signifikan.

Penulis melihat, aksi kali ini pun sangat rapi. tailihat dari hotel
yang menjadi sasaran peledakan yakni JW. Marriengan sasaran yang
sama, pelaku jelas memiliki nyali yang luar biaspalagi jika tempat
peledakan ada dalam ruang. Yang lebih mengejutkgn pelaku bom
sempat menginap dua hari sebelum peledakan.

Sejalan dengan kian meningkatnya modus, senjatadeatan target
yang dituju, pada tataran internasional telah Ishiu komitmen internasional
untuk melakukan perang global melawan terorismemikoen yang
kemudian tertuang dalam resolusi PBB itu, merupakakti bahwa
masyarakat internasional tidak mentolelir dan malawsegala bentuk
terorisme. Masalah ini sudah lama menjadi perhatiawasyarakat
internasional sebagaimana tampak dengan lahirnparéea konvensi dan

resolusi PBE

*Muhyiddin Aburusman, Editor Syahdatul Kahfferorisme di Tengah Arus Global
DemokrasiJakarta: Specturm, 2006, him. 20

® Suara MerdekaEdisi 154 tahun 2009, him. 6

® Bambang Abimanywp.cit.,him. 119-120



Serangan teroris di Bali misalnya, sudah merupaian nyata yang
mengharuskan pemerintah Indonesia mengambil lanigkeafkah kongkret
untuk memerangi terorisme secara konseptual, tarpadtematis dan
menggunakan pendekatan yang komprehensif.

Perang melawan terorisme mutlak memerlukan kerjasterpadu
secara lintas instansi bahkan lintas negara. Cdeénla itu, diperlukan suatu
konsep operasi yang memadukan peran dan fungsiimstansi-instansi
pemerintah di berbagai tingkatan, serta kemampesaadama internasional
di berbagai bidang seperti intelejen, kepolisiapladnatik, keimigrasian dan
lain sebagainya.

F. Budi Hardiman menyatakan bahwa teror adalahniema yang
cukup tua dalam sejarah, yang berusaha menakutinakengancam,
memberi kejutan kekerasan atau membunuh denganuchakenyebarkan
rasa takut, dan hal ini digunakan sebagai taktirdaerjuangan kekuasan.

Dalam hukum lIslam, pada dasarnya membunuh hukuradgéah
haram. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An&yat 151 :

BEBAA W e QNG We I BHXUDHEISDr = +@0

) L D AEEN e VG r RO+ ¢8R0
o

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yan@adamlg;n \Alla.lh

(membunuhnya melainkan dengan sesuatu (sebab)beray...”
(QS. Al-An’am : 151§

" Muhyiddin Aburusmangp. cit.,him. 21

8 F. Budi Hardiman.Terorisme : Paradigma dan Definisiakarta: Imparsial, 2003, him. 2

° Departemen Agama RAI-Qur'an dan Terjemahnyayladinah: Mujamma’ Khadim Al-
Haramain Asy-Syarifah, 1971, him. 163



Dalam kasus teror yang selama ini terjadi khusustiybndonesia,
para pelaku teror seringkali berargumen, bahwa yape mereka lakukan
adalah merupakan aktualisasi dari jihad yang heatujuntuk meraih ridho
Allah SWT. Serangan yang selama ini terus mengitakukan dari Amerika
Serikat dan sekutu-sekutunya atas penduduk sipdliMymembuat mereka
berkesimpulan bahwa, mereka telah melampaui ba#dalah adil bila
dibalas dengan serangan yang setimpal. Bagi memekgadikan warga sipil
sebagai target adalah tentang permasalahan mengankakludukan darah
dengan darah, nyawa dengan nyawa dan pendudukdsipijan penduduk
sipil.*°

Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Ausireismgapura,
Thailand memberlakukan wajib militer untuk pendudsipil. Dalam
memandang hal ini, para pelaku teror berpendagawdaturis dari warga
negara tersebut yang mengunjungi Indonesia tids& thigolongkan sebagai
penduduk sipif*

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.
03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidana teragisrnahwa S telah
terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Sekiiatan Februari 2003,
rekan-rekan terdakwa mengambil titipan barang diAkleri, kemudian
dengan menggunakan mobil Suzuki Carry, barang ketsdiangkut ke
tempat kos terdakwa di JI. Taman Sri Rejeki daretdikui ternyata barang

tersebut berupa senjata api, amunisi, bahan peledsérta komponennya.

®Muhammad Hanif Hassari[eroris Membajak Islam; Meluruskan Jihad Sesat Imam
Samudra dan Kelompok Islam Radikikarta: Grafindo Khasanah limu, 2007. him. 13
Y Ibid, him. 16



Berdasarkan barang bukti yang telah ditemukan, r@nlbana menjadikan
barang-barang tersebut sebagai bom dan bermakdalukan tindak pidana
terorisme?

Oleh karena perbuatannya tersebut, S dijerat deRgaal 9 Perpu
No. 1 tahun 2002 Jo. Pasal 1 Undang-undang NaaHiit2003 Jo. Pasal 55
(1) ke-1 KUHP dan dihukum 10 tahun penjara. Dalasap 9 Perpu No. 1
tahun 2002 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum memaswkamonesia,
membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyeraldtan
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempmergadiaan
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpagngangkut,
menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkadakéatau
dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, &swatu bahan peledak
dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan dhaksuuk
melakukan tindak pidana terorisme, di pidana demiadana mati atau
penjara seumur hidup atau pidana penjara palirgkair8 (tiga) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahdf.”

Perbuatan S juga dijerat dengan pasal 55 ke-1 {tBbKJUndang-
undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penyertaanndat@elakukan
perbuatan pidana, yaitu :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbpatana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dawgy yarut

serta melakukan perbuataft.”

Dalam hal penjatuhan pidana, hakim harus mempeatngitan dan

memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selamasegropersidangan.

Apakah perbuatan terdakwa tersebut sudah mememsur-unsur tindak

pytusan Pengadilan Negeri Semarang, 28 April 200408/Pid/B/2004/PN. Smigntang
Tindak Pidana Terorisméam. 65

*Tim Redaksi FokusmediaPerpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana TerorismeBandung: Fokusmedia, 2003, him. 17

4 Moeljatno,Kitab Undang-undang Hukum Pidan3akarta: Bumi Aksara, 2003, him. 69



pidana. Dalam hal ini, apakah perbuatan terdakvetsumemenuhi unsur
yang disyaratkan Pasal 9 Perpu No. 1 tahun 200Rakal 1 Undang-undang
No. 15 tahun 2003 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Kaitannya dengan sanksi pidana yang diberikan deynaerdakwa S
dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. UB/R@D4/PN. Smg
tersebut di atas, negara berhak menjatuhkan pikigpada terdakwa karena
telah melakukan penyerangan terhadap hak dan kegenthukum (pribadi,
masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Makeh karenanya
terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dermmabuatan yang telah
dilakukan.

Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pad@ahgie
dibenarkan karena penjahat telah membuat penderibagi orang lain.
Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikughgbidana bagi pembuatnya.
Pidana ialah alat untuk mencegah timbulnya suajahkéan dengan tujuan
agar tata tertib masyarakat tetap terpelifiara.

Dalam arti luas, hukum pidana Islam juga memiliguan melindungi
kebutuhan hidup utama manusia yang dikenal selmaggashidusy syari’ah
al-khamsah yaitu din (agama), jiwa, akal pikiran, harta, deturunan. Di
samping itu ada juga perlindungan atas kebutuharg yubsider, atau

dikenal sebagdiajiyat sertatahsinat Dengan menetapkan tujuan yang jelas

15 Adami ChazamiPelajaran Hukum Pidana lJakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002,
him. 158



itu, semua ketentuan hukum pidana Islam selalu tiernijuan yang jelas
dan tidak semata-mata untuk merespon perkembangansia saja°

Dalam pelaksanaan Syariat Islam selalu menyamamatakanusia,
tidak membedakan antara satu bangsa dengan bangsgal, antara individu
dengan individu lainnya untuk kemaslahatan bersdtemaslahatan yang
dimaksud dalam Syariat Islam adalah kemaslahatag yaemperhatikan
keseimbangan antara kepentingan individu dan malsgar luas,
memperhatikan kepentingan kelompok tertentu dangssmnsecara luas,
memperhatikan kepentingan generasi sekarang daeragtnyang akan
datang dan kemaslahatan yang berupa persamaaredditak’’ Dalam hal
ini Imam Jalaluddin As Suyuti mengemukakan bahwa:

Balaall ¢ 505l Ladll Hlie) ) 4IS aadl)

Artinya : “Semua produk figh / hukum (dikembalikagpada ketentuan
maslahat dan menghindari mafsadat”.

Setelah penulis menguraikan latar belakang tersdibatias, dapatlah
ditarik objek pembahasan dalam skripsi ini, yaipakah putusan yang
diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarantpmaperkara tindak
pidana terorisme sudah didasarkan dengan fakta-fédkikum yang
terungkap dan sesuai dengan peraturan perundamggend yang berlaku.

Untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentangysan Pengadilan Negeri

6 Ahmad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Isladakarta: Sinar
Grafika, 2004, him. 31-32

7 yusuf Al Qordlawi, Al Madkhal, Dirasat Asy Syari'&l Islamiyah, di alih bahasakan
oleh : Muhammad ZakiMembumikan Syari'at IslanBurabaya: Dunia limu, 1417 H, him. 60-61.

18 Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As SuyukiAsybah wa al NadhaiSemarang:
Dar al lhya al Kitab al ‘Arabiyah, tt, him. 6



Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindakarna terorisme,
penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan jU8tuldi Analisis Terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Semarang B®&/Pid/B/2004/PN.Smgrentang

Tindak Pidana Terorisme "

B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan psatahan pokok
dalam skripsi ini sebagai berikut :
1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum putusan Peagadlegeri
Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindd&na terorisme?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai putusagdeédan Negeri

Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tinddéna terorisme?

C. Tujuan Penulisan Skripsi
Mengacu pada pokok persoalan tersebut diatas tupeamulisan

Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum gatBgngadilan
Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentandak pidana
terorisme.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sartuPengadilan
Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentamgdak pidana

terorisme.
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D. Telaah Pustaka

Dalam menulis skripsi ini penulis telah melakukataah pustaka
dengan membaca buku-buku atau karya tulis yang raleasbtentang tindak
pidana terorisme, diantaranya;

Teror Bom di Indonesigarangan Bambang Abimanyu, di mana buku
ini menguraikan tentang berbagai macam teror yangdi di Indonesia,
sikap dunia internasional terhadap terorisme, skmgkah-langkah yang
telah dilakukan dunia internasional untuk menangyuil terorisme, yang
menyebutkan bahwa terorisme adalah kekerasan #griesng menempatkan
kekerasan sebagai kesadaran, metode berfikir gakalalat pencapaian
tujuan. Di antara tindak pidana terorisme yangngapopuler belakangan ini
adalah pengeboman. Namun, kaum teroris juga masihgsmenggunakan
tindakan teror seperti pembunuhan, penculikan, ngara bersenjata,
pembajakan dan penyanderaan.. Dalam membentukakabijanti-teror,
harus memperhatikan peraturan yang diperlukan urmémpersempit
terjadinya aksi-aksi teror. Sebagai upaya yangdbankutan, kebijakan anti-
terorisme difokuskan pada membangun sistem dan misgka peringatan
dini (early warning system)I'erorisme hanya bisa dicegah, ditanggulangi
dan dipersempit ruang geraknya oleh kebijakan @egang komprehensif
bagi tata kehidupan demokratik, kesejahteraan Isdarategaknya keadilan.
Undang-undang tindak pidana terorisme hanya meaupagalah satu
instrumen dalam kebijakan anti-terorisne, karenalang-undang tidak

selamanya diperlukan.
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Dalam Putusan PengadilaiNegeri Jakarta Selatanpajelis hakim
telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa terargig®to alias Sugicheng.
Dalam putusannya, majelis hakim menilai terdakwahtaerbukti terlibat
dalam pembunuhan terhadap Dago Simamora yang nkamgaru SMP di
Palembang yang dibunuh dengan cara ditembak k#&statamempersoalkan
jilbab yang dikenakan siswa didiknya. Selain itaydakwa juga terlibat
dalam rencana peledakan Cafe Bedudel di Bukittin§gimatera Barat.
Karena tindakannya tersebut terdakwa dijerat dempgaal 15 jo 7 UU No.
15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidenoaidme.

Dalam skripsi Moch. Kusnadi (04370007) UIN Sunanlijgga
Yogyakarta yang berjudukejahatan Terorisme Perspektif Hukum Pidana
Islam Kontemporermembahas tentang tindak pidana terorisme dari sudut
pandang hukum pidana Islam kontemporer serta pégikaannya dalam
hukum pidana Islam. Di mana dinyatakan bahwa isre adalah kejahatan
terhadap peradaban dan salah satu ancaman sehadae kedaulatan tiap
negara. Kejahatan terorisme dilakukan dengan aaaanarkis yang banyak
mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. Higahini dilakukan
secara terorganisir dan sistematis dengan melibatkdgar negara. Dari
unsur-unsur yang ada, tindak pidana terorisme wuknalalam kategori
hirabah.

Dalam skripsi Rico Setyo Nugroho (1100047) FakuDagwah IAIN
WalisongoJihad Fi Sabilillah dalam Pemikiran Imam Samudrdasta Buku

Aku Melawan Teroris; Ditinjau dari Perspektif Dakiyamenyebutkan
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bahwa pemahaman jihad Imam Samudra dapat diartleain tiga sudut
pandang, bahasa, istilah dan syari'ah. Menurut dmhphad berarti
bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mensaptu tujuan.
Secara istilah jihad berarti bersungguh-sungguh peepmngkan hukum
Allah, mendakwahkannya serta menegakkannya di mukai. Secara
syari'ah, jihad berarti berperang melawan kaumrkaing memerangi kaum
muslimin. Dari ketiganya, jihad dalam pengertianarggh-lah yang
digolongkan sebagai jihad fi sabilillah. Jadi, yatignaksud jihad fi sabilillah
oleh Imam Samudra adalah angkat senjata untuk taerpedi jalan Allah
melawan musuh guna membela dan mempertahankan. I&larenanya,
Imam Samudra memandang bahwa perlawanan terhadamad AS dan
sekutunya yang melakukan pembantaian terhadap Istaat di Afganistan,
Palestina dan Irak merupakan bentuk jihad yangshdilakukan yang salah
satunya dengan melakukan pengeboman di Bali desgaaran AS dan
sekutunya. Pengertian jihad yang mengedepankarrgreaa sebagaimana
yang dilakukan Imam Samudra dapat melahirkan imbghwa Islam
merupakan agama yang disebarkan melalui kekeradean tetapi dalam
skripsi ini hanya membahas tentang pemahaman Imamu&a tentang
Jihad dan tidak membahas lebih jauh tentang tinpialana terorisme
menurut hukum Islam dan hukum positif.

Dalam skripsi Noor Ma'ruf (2102235) jurusan Jinay&iyasah
fakultas Syari’ah IAIN Walisong&studi Analisis terhadap Pemikiran lbnu

Taimiyyah tentang Jihadnenyebutkan bahwa lbnu Taimiyyah memandang
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jihad dapat diaplikasikan melalui tenaga, hati, dakwaljjah, lisan, ide dan
aturan serta aktifitas positif yang mencakup segalatuk usaha lahir dan
batin yang bisa dikategorikan sebagai ibadah. Bahmwayajihad pada
hakikatnya adalah mencapai apa yang dicintai oléfthAerupa iman dan
amal shalih, dan menolak apa yang dibenci olehhAbarupa kekufuran,
kefasikan dan maksiyat.

Dalam skripsi ini secara garis besar akan memfakuglada Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Stagtang Tindak
Pidana Terorisme ditinjau dari dua hal. Pertamajaolea mengetahui dasar
pertimbangan hukum tindak pidana terorisme bessateksi hukumnya.
Kedua, mengkaji dengan pandangan hukum Islam tgntizwdak pidana

terorisme.

E. Metode Pendlitian Skripsi
1. Jenis penelitian
Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dkakuadalah
Yuridis Normatif / Doktrinal Artinya penelitian hanya dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder lyarsifat hukunt?
Ditinjau dari sudut tujuan penelitian, metode yigidormatif / doktrinal
mencakup terhadap penelitian atas azas hukummsiska hukum, taraf

sinkronisasi hukum, serta perbandingan huktim.

19 Sri Mamudiji,Metode Penelitian dan penelitian Hukudakarta: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005, him. 4-5

2 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukundakarta: Universitas Indonesia press,
1986, him. 51
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2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dajek
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, athad
pengambilan langsung pada subyek sebagai sumbgrealgambilan
data langsung pada subyek sebagai sumber infoyaasi dicarf
Sumber data ini diperoleh dari putusan PengadilageN Semarang

No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidanariemte.

b. Jenis Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh lewakddia,
tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subysnelitianny?
Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan baladai hukum
yang relevan dengan pokok masalah yang akan diidihan-bahan
tersebut terdiri atas peraturan perundang-undaygiam KUHP dan
Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan TiRiddna
Terorisme, serta bahan kepustakaan berupa Buku-Ikitial-kitab
figh dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya béga dengan
masalah tersebut diatas.
3. Metode Analisis Data
Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yarigirtgul,

penulis menggunakan metode anali3eskriptif daninterpretatif

2L saifuddin AzharMetode PenelitianYogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, him. 91.
?21bid, him. 91.
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a. Metode deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data
yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejajiaa lainnya.
Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hgotagar
dapat membantu teori-teori lama, atau di dalamrigka menyusun
teori-teori barif® Berkaitan dengan hal ini data tentang Putusan
Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.&mtang
tindak pidana terorisme. Analisis deskriptif inilatiukan untuk
menggambarkan konsep dan praktik dalam pelaksaRa&msan
Pengadilan Negeri Semarang tentang tindak pidaoagme.

b. Metode analisis interpretasj digunakan untuk mengadakan
penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat alin dabkum
positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakinanda
menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan fgera
terhadap peraturan perundang-undarfdavietode ini akan penulis
gunakan untuk mendalami Putusan Pengadilan Negemafng
No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg tentang tindak pidanariemee baik
secaraksplisitmaupunmplisit untuk menafsiri, memposisikan dan
membandingkan agar dapat mengungkap dasar pertyaban

hukum yang terkandung di dalamnya.

% Soerjono Soekantop.cit.,him. 10
?*bid, him. 252
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F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberigambaran

yang jelas mengenai apa yang hendak penulis saarpaikaka perlu kiranya

penulis memaparkan sistematika penulisan sebaghkube

BAB |

BAB Il

Bab 11l

Merupakan bab Pendahuluan skripsi ini,yéerdiri dari ; latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penudisgsi,
telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan resti&a
penulisan skripsi.

Menjelaskan tinjauan umum tentang tindesorisme, yang
terdiri dari; tindak pidana terorisme menurut hukywositif
yang meliputi pengertian dan ciri-Ciri terorismejsur-unsur
tindak pidana terorisme dalam UU No. 15 tahun 2@@&han
pembuktian, alat bukti dan teori pemidanaan, sahk&ium
pidana tindak pidana dalam UU No. 15 tahun 2G@3ta
tindak pidana terorisme menurut hukum Islam yandjpui
prinsip keamanan umum menurut Islam, unsur-unswtak
pidana terorisme menurut hukum Islam dan sanksiakn
pidana terorisme menurut hukum Islam.

Membahas Putusan Pengadilan Negeri Samgar No.
03/Pid/B/2004 PN.Smg tentang Tindak Pidana Terajsm
dalam bab ini penulis akan paparkan tentang seReagjadilan
Negeri Semarang, meliputi sejarah berdirinya Peiteyad

Negeri Semarang, tugas dan wewenang PengadilanriNege



Bab IV

Bab V
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Semarang, putusan Pengadilan Negeri Semarang No.
03/Pid/B/2004 PN.Smg tentang tindak pidana teragisoan
dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang
Analisis Terhadap Putusan Pengadilanele§emarang No.
03/Pid/B/2004 PN.Smg tentang Tindak Pidana Terajsrang
terdiri dari; Analisis terhadap Putusan PengadiMegeri
Semarang No. 03/Pid/B/2004 PN.Smg tentang tindalana
terorisme. Analisis terhadap dasar pertimbangamuinuialam
putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/200
PN.Smg tentang tindak pidana terorisme serta amdiigkum
Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semaramg N
03/Pid/B/2004 PN.Smg tentang tindak pidana teragism

Penutup, yang terdiri dari ; Kesimpulambaran-saran



